BAB III
PENANGKAPAN IKAN DI ZONA EKONOMT
EKSKLUSIF INDONESIA

A. Pengertian Zons Ekonomi Ekslusif Indonesis (ZEET)

Tang dimaksud Zona Bkonomi Eksklusif Tndone-
sia s jalir dilusr dan berbstasan dengsn laut wila-
yah indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Un
dang-undsng yang berlaku tentang perairan Indonesia
yang meliputi dasar laut, tansh dibeswahnyz, dan air
diastasnye dengsn batas seluas 200 mil laut 4i ukur
dari garis pangkal laut wilaysh Indonesia (A.Hamzzh
1988:290) «

Zona Ekounomi Eksklusif itu sendiri adalash me
rupakan wilaysh laut lepas yang bersda dan  tundui
divawah kedaulatan hukum Internasionsl, namum  isi
kekayaan alamnys menjadi hak eksklusif negara paa-
t2i dengsn mengekplorzsi dan mengekploitasinya.Oleh
gebab itu konsep Zons Ekonomi Ekaklﬁsif tidak men-
jamin wilaysh lautnya kepada negara pantai melz2in -
kan melulu mengklamisi kekaysen 3lam dijalur laut
seluas 200 mil laut itu ssja.

Pembehasan mengenai Zona fkonomi Eksklusif ,
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adalsh hanys mempermasalsahkan danlmengklaimiai kekaya-
an alam yang terkandung dalam wilajah laut diluar laut
wilaysh Negarse.

Negara pantsi hanys memperoieh perluasan dan tsmbzhan-
kekayaan alzm d an kepentingsn ekonomi belaka, tetapi

sama gekali tidak mendapstkan tambshan wilaysh laut.

Oleh karena wilayash leut dimana Zons Ekonomi -
Eksklusif itu berlaku, tetap merupaksn bsgiam dari la
ut lepas ysng berads dan tunduk dibawsh kedsulatan hu-
kum internasional, maka bsngss-bangsa dan negars-nega-
ra lain dari seluruh dunia masih tetap mempunyai  hak

untuk menggunakan wilayzh itu berdasarkan 3

1; Hak stau kebebasan pelayaman dan penerbangan in
ternasional.

2. Hak stau kebebasan pemasangan kabel dan pipa di
bawah permukaan laut.

Khusus yang berkaitan demgan pemanfastan sumber
deya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif, maka se-
gsusi dengan konvensi PBB tentang hukum laut, negara la
in dapat ikut serts memanfaatkan sumber daya alam haya
ti, sepanjang Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan

selurvh sumber daya alam haysti tersebut.

Negars Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk
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membangun, mengizinkan dan mengatur pembangunan, peng
operasian dan penggunasn pulau-pulau buatan, instslse

gi-instalasi d an bangunan;bangunan lainnya.

Selain itu Indonesia mempunyai yurisdiksi yang
berkaitsn dengsn pelsksanasn persturan dengan perun -
dang-undangan dibidang bea cuksi, kesehatan, keselams
tan, dan imigrasi. Meskipun indonesis mempuny2ai . yu=-
rigdiksi eksklusif, nsmun pulau-pulau buétan, intela=-
si-instalasi dsn bangunan tersebut tidsk memiliki sta
tus sebsgai dalam arti wilayah negars, dan odeh kare-
ns itu tidak memiliki lsut territorisl sendiri, dan
kehadirannya tidaklah mempengaruhi batas laut Terilo-
rial, Zona Bkonomi Eksklusif Indonedis dan landasan -

kontinen Indonesiae.

. Batasan dengan laut wilaysh Indonesia yang me-
liputi dasar laut, tensh dibawahnya dan air distasnys
dengan batzs terluas 200 mil laut diukur dari  garis
pangkal laut wilaysh Indonesia. Kekayaan alamnya Hen
jadi hek eksklusif Indonesia serta melzkssnakan yuris

diksi yang berksitsn dengsn pelaksanasn hak tersebut.

B, Batas-batas Zona Ekonomi Bksklusif Indonesia

Sebagaimans disebutkan distas bahwa zona ekong
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wi Eksklusif ialsh sustu jalur 1laut yang berazdz di-
lusr dan berbstsssn dengan laut teritorial ysng batss
terlusrnys diukur dari sustu garis pangksl kearsh ls-

ut bebss sejauh tidak melebihi jarsk 200 mil laut.

Daglam hsl dimana dus negara astau lebih yang
berhadapsn atau berbztesan atzu terjadi tumpang tine
dih ksrena penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif, ma
ka sepanjang belum ada perjanjisn antara negars-nega-
rs tersebut dan tidak terdapat kepentingzn khusus yang
perlu dipertimbangkan, maka bates zona ekonomi eksklu
sif dapst ditetapkan berdaszrkan gsris tengah antars
garis pangksal dimena diukur lebih laut territorial ma

sing-masing negara.

Se jsk adanya Deklarasi Juanda maka tidak dapat
lagi laut Internasional diasntsrs pulau-pulau dari
pangksl laut wilayah Republik Indonesia, sedang luas
laut wilaysh Indonesia + 5.193.252 km?, luas 1lendas

2 sedang luag Zona Ekonomi Eks-

kontinen + 0,8 jute km
klusif Indonesia #+ 2 juta km2, hanys menyangkut keka-

yasn alamaya sajs (R. Yulianto,Suhardjo D.,1985:7).

Laut bebas sebelum adanya perkembsngan  hukum
laut dan Konvensi Hukum Laut III PBB laut bebss ada -
1ah semus bagian laut yang bersda diluar kedsulatsn -
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suatu negara pantai, yang berarti : laut bebas adalzh

berbatssan langsung dengan laut tefritorial.

Kemudian dengsn adanya konvensi PBB tentang hu
kum laut tzhun 1982 meka yang dimeksud dengsn laut be
bas adalzh bagian laut yang berada dilusr yuriddiksi
nasional suatu negars pantai, yeitu dilusr dam berba-

tasan dengan Zona Ekonomi Eksklusif.

Laut wilsyah Indonesis adalsh jalur laut sele
bar 12 @il lsut ysng garis luernys diukur atas garis
dassr, atau titik pada garis dasar yang terdiri dari
garis lurus yang menghubungican titik terlusr pads ga-
ris rendah dari pulau-pulsu atau bsgian pulsu - pulau
yeng terluar dalam wilaysh Indonesia dengan ketentuan
bshwa ada selat yang lebarnya tidak melebihi 24 mil
1aut dan negara Indonesia tidak merupakan saty-satu -
nya negara pantai, maka gsris besar batas laut wila
yah Tndonesia diyarik pada tengsh selat.

Jadi dari segi geografis Zouna Ekonomi Eksklusif

Indonesia dibatzsi dengan (terletak diantara)

a. Laut teritorial yang luasnys 12 mil laut.
b. Laut bebas, lsut yang berada diluar yurisdiksi
nssional negara pantai, yaitu diluar d san berba

tasan dengan zona Ekonomi Bksklusif Indounesia.
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Batas Zons Bkonomi Eksklusif Indonesia  dari

segi hak-hak dan yuridiksinya :

Di Zona ekonomi Eksklusif Republik Indounesia ,

mempuny2ai d 3an melaksanakan $

a. Hak berdaulat melakuksn eksplorasi dan eksploi

$asi pengolshan sumber dsya alsm hayati dan -
non hayati dari dassr laut daun tanah dibawah -
nya, serta air diastssnys dan kegiatan - kegiat
an lainnja untuk mengekplorssi dan mengekploi-
tasi ekonomi tersebut, seperti pembangkitan te

nsgza air, arus dan angin.

be Yuridiksi yang berhubungan $

Ce

1. Pembuatsn dan penggunaan'pulau-pulau buztan
jnstalasi-instalasi d sn bangunan-bangunan -
lainnyae.

2. Penelitian ilmizh mengenail kelautsn.

3, Perlindungan dén pelestarisa laut.

Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya ,

verdasarkan konvensi hukum lsut yang berlaku -

dalam zona Bkobomi Eksklusif Indonesia harus
memberikan kepada warga negara lain kebebasan
pelayaran, penerbangan internasional, serta ke
bebasan pemasangan kabel dan pipa bawah lsut

gesuzi dengan prinsip hukum laut yang berlaku.
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Selsin itu orang atzau badan hukum atau pemerin

tah Negara asing dapast diizinkan meungadakan eksplore-
8i sumber days alam haysti. Jika jumlsh tangkspsn -
yang diperbolehkan oleh pemerintsh Republik Indonesia
untuk jenis tersebut melebihi kemsmpuan Indonesia um

tuk memanfaatkannya.

s

Hzk berdaulat diatss tidek sama dengad kedaula
tan penuh yang dimiliki d an dilaksanakan oleh Indone-
gia atas laut wilaysh, perairan Nussntara dan perair-
an pedalaman Indonesia. Oleh karena itu s anksi-sank-
si yang diancam di Zona Ekonomzi Eksklusif Indonesia ,
berbeda dengan ssnksi-sanski ysng diancam diperairsn,

yang berazda dibawsh kedaulatan Republik Indonesia ter

sebut.

* Indonesia jugs mempunyai hak melaksznakan pe-
negakan hukum dsn Hot Persuit terhadap kapal-kapal a-‘
sing yang melakukan pelanggarsan atas ketentuan-keten-
tuan peratursn perundang undangsn jndonesia mengenais

zons ekontmi Eksklusif Indounesia.

C. Dasar Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Indopesia

Pemerintan Republik Indonesia merasakan bebapa

pentingnya arti Zona Ekononi Eksklusif untuk mendu-
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kung perwujudan Wawgsan Nusgntara dalam rangks mening
katkan kesejshterzan Bangsa Indounedia dengan memanfaz-
atkan segenap sumber daya alam baik hsyati maupunAnon

haysti yang terletak dizona ekonomi eksklusifnya.

Mska untuk melindungi kepentingasn Nasionsk khu
susnya dalam hal pemenuhan kebutuhan protein hewani b
bagi rskyast Indonesia serts kepentingsn dibidang pe-
menfsttan sumber daya slsm non hsysti, perlindungan &
pelestarian lingkungan laut serta penelitian "ilmish
kelautsn. Pemerintsh Republik Indonesia pada tang -
'gal 21 Maret 1980 telsh mengeluarkan Pengumumsn Peme-
rintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dan
Konvensi PBB tentang Hukum Laut memberikan kepada bag
sa Indonesia sebagai hegara pantai, hak berdaulst un-
tuk mengeksplorassi dan mengeksploitasi sumber daya
alam ya;g terdapa dizona ekomomi eksklusif dsn Furi-

diksimya yang berkaitan dengsn pelaksansan hak terse-

bute.

Adapun 4 ssar-dasar zona ekonomi eksklusif Indo

nesia 2dalsh sebagai berikub

1. Passl 33 ayat 3 Undang Undang Dassr 1945, yang me-
nyebutkan bshwa s "DBumi dan air dan kekayasn 2alam

yang terkandung didélammya dikuasai oleh pe garsa
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dan dipergunskan untuk sebessr-besar kemskmuran -
rakyat", (UUD 1945,%3:3).

2. Undang-undang no_19-t£hun 1961 tentang persetujuan
atas tiga konvensi Jenewa tzhun 1958 mengenai Hu-

kum lsut.

Konprensi Internasionsl mengenai hukum laut 4i
Jenewa tahun 1958 dimana Republik Indonesia ikut hae

dir telah menghasilkan tiga konvensi, yaifu s

a. Xonvensi mengenai pengambilan ikan serta hasil
laut dan pembinaan sumber-sumber hayati laut
bebas,

Y. Konvensi mengenai darztan kon$inental.

c. Konvensi mengenai lsut bebas.

Tkut sertanya Republik Indonesia sebagsi aug
gota adalsh mengingat bshwa Republik Indonesia adalzh
merupakan Negara Kepulauan dan mempunyai kepentingan-
terhadap segals sesuatu yang mempuny3ai segi hukum la-

ut,.

Konvensi mengenai pengsmbilan ikanserta hasil
laut bebas dan pembinaan sumber hayati laut btebas da=-
1sm pasal 1 disebutkan bahwa semua negara mempunyei -

hak untuk melskukan periksnan dilaut bebas bagi warga
negaranya dan tunduk kepada :



51

a. Kewajiban piagsm mefela.
b. Kepentingan serta hak negara pautai.
c. Ketentuan-ketentuan mengenai pembinaan sumber

hayati laut bebas.

Dalam pssal 6 ayat (1) disebutkan bahwa nega-
ra-negara pantai mempunyai—kepentingan Khusus dalam
memelihara produktifitas dari sumber hayati suatu
daersh laut bebas yang berbatzsan dengan laut terri-
torial negara itu. (A.Hamzah, 19883139).

Dalam pasal 7 jugs disebutkan bshwa tisp nega
ra pantai boleh dengan maksud pemelihsraan produkti-
£itas sumber hayati laut, mengadskan peraturan pembi
naan unilateral yang sesuai dengan keadaan persedia-
an ikan atau hasil lainnya dalam gsustu #aersh laut -

bebas berbatasan dengsen laut territorialnys.

Dalam konvensi dataran Kontinental disebutikan
bahwa dasar dan lapisan tansh bagian bawah laut yang
bverbatasan dengan pantai tetapi berada diluar laut
territorial sampai dengan sedalam 200 mil laut atau
dserah wang lebih dalam lagi bila memungkinksn eksp-

. loitasi sumber daya slam dari daerah tersebut.

Pasal 2 menyebutkan bahwa negara peutai mem=

puny2i hak-hak kedaulatsn atas dataran kontinental ,
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wtuke tujusn eksploitssi sumber-sumber daya alamnya ,
andaikata negara pantai tidak melskukan eksploitasi =
sumber days alamnys tidak seorsugpun diperbolehkan me
] alculcan usaha-usshs tersebut atas datarsn kontinental

jika tidak dapat izin yang nyata dari negara pantai.

Hak-hak negara pantai ates dataran kontinental
tidsk mempengaruhi luas yang sah dari lsutan  batas

pada perairsn itu, atau udars diatasnya.

Undang-undang RI No. 5 tahun 13983 tentang Zona Ekono-
mi Eksklusif Indonesia,.

Menurut Undang-undang ini yang dimaksud Zona

Ekonomi Bkslusif adalsh jalur laut diluar dan berbats

san dengan lsut diluar wilayzh Indonesiia yang melipu-

ti dasar lsut, tansh dibawahnys, dan &ir diagtasnys ,
dengan batas terluar 200 mil laut diwkur dari  garis
pangkal ¥aut wilaysh Indonesia.

Dalam Und ang-undang ini ditetapkan hak berdau-
lat, hak-hak lzin, yuridiksi d an kewajiban-kewajiban
Republik Indonesia dalam zouna Lyonomi Bksklusif Indé-

nesia.

Jadi hanya menetapkan ketentusn pokoknya ssaja,
sedang pelaksasnaan lebih lanjut diatur d4alam perstur-

an perundang-undangan lainnyae.
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Perstursn Pemerintsh RI No. 15 tshun 1984 tentang-
Pengelolaan Sumber daya Alam Hayati di Zona Exono=-
mi Blkaklusif Indonesia. '

Perazturan ini mengatur fentang pemanfaatan
gumber deys ikan. Perizinan penangkapsn ikan, ke
tentuan-ketentuan pidana penangkapsn ikan dan pen-
cabutan izin penaggkapan ikan serta sanksi bagi sia
pa yang melairuksn tindakan yang tidak sesuai dehg—

sn ketentuan ini.

Undang-undang RI No. 9 tahun 1985 tentang Perikan-

ane.

Dalsm Undang-undeng ini disebutkan tertang
wilaysh periksanan RI disamping perairan Indonesis,
sungan, dapzu, waduk, raws-rswa dan gensngan  3ir
lainnya didalam wilsysh RI termamuk juga zona Eko-

nomi Eksklusif Indonesisa.

Pengumuman Pemerintah tentang perairszn Indonesis ,
yang ditanda-tangani oleh Perdana Menteri IR.Juan-
da pada tanggal 13 Desember 1957 hingga lazimnnya

disebut Deklarazsi Jusnda.

Delam pasal 39 disebutkan bahwa siapa szje yag

melanggar ketentusn tentsng undang-undang ini di Zona

Fkonomi Eksklusif Indonesia dipidana sesuai dengan ke

tentuan pidana dalzm Und sng-undang No. 5 tahun 1983

tentang Zons Ekoaomiiﬁksklusif Tndonesiz (A.Hamzah .,
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19855333)

Jadi dasar hukum tentang Zonz Ekonomi Eksklu

sif Inddneaia adslsh ¢

Te

2.

S

Se

Undang Undang Dasar 1945 pessl 33 ayast 5 se-
bagai dssar hukum yang menjadi dassr peratur
sp~perstursn dibawshnys.

Dad ang-und ang RI No. 19 tahun 1961 tentang :
Persetujusn 3tas tigs dassr konveansi Jenewé
tshun 1958 mengenzi hukum laut.
Undzng-undang RI No. 5 tshun 1983 tentzng Zo
na Ekonomi Eksklusif Indonesiz.

Persturan pemerintsh RI tentang pengelolaen
sumber daya alam hayati di Zons Bkonomi Eks-
klusif Indonesia.

Undang Undang RI No. 9 tshun 1985 tentaug pe
rikanan.

Deklarasi Juznda tanggal 15 Desember ?957.

D. Perikansn dan Manfaatnya

Yang dimaksud perikanan adalash semua kegiat-

an ysng berhubungan dengan pengelolsan dan pemanfadk
an sumber daya ikan. (Ibid, A. Hamzsh, 1985:325).

Pengelolaan sumber daya ikan adalsah semua
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upaya yang bertujusn agsr sumber daya iksn da-
pat dimanfaatkan secara optimzl dan berlangsung seca-

r3 terus menerus.

Pemanfaatan spymber days ikaun adalah kegiatsn -
penaungkapan ikan dan atau pembudi-dayzan ikan.

Ussha perikanan adelsh semua ussha perorsugam,
atsu baden hukum untuk mensngkap atap membudidayakan-
jkan, termasuk kegiatan menyimpau, atzu mendinginkan

mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

<

Perairan yang merupskan bagian terbessr wilg-
ysh Negara Republik Indouesia dan Zona Ekonomi Bxsklu
sif Indonesia mengandung sumber daya ikan yang sangat
potensialmdan mempunyai arti penting persnsn den man-
fsatnya sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupa

yakan peningksatan kese jahterasn dan kemakmuran rakyat.

Dalam rangks pelaikssnaen pembangunan Nasional
dengan Wawasan Nusautars pengelolaan sumber days ikan
sangst perlu dilakuken sebaiknya berdassrkan keadilan
dan pemerstaan dan pemanfaatannya dengsn mengutamakan
perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf ‘hi-
dup bagi nelayen dzn peteni ikan kecil serta terbina=
pys sumber daya ikan dan lingkungsn yang skan mening-

katkan Ketshsnan Nasionsl.
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Pada tahun 1984 produksi periksnan di Indonesia
sekkitar 2,2 juts ton basah yang terdiri dari kirs - ki
ra 1,7 jutea ton ikan laut 0,5 juts ton periksnan air
tawar. Direktorzt Bina sumber Haysti, Direktorst Sum
ber Perikanan tahun 1983 telah membuat evalussi poten-
si lestari sumber daya alam hayati laut persirzn Indo-
nesia sebesar 6,6 juta ton pertshun terdapat diperair-
gn Nusantara dengan perikiraan 4,5 juta ton pertshun ,
dan 2,1 juta ton terdspst diperairan Zonas Ekonomi Eks-

klusif Indonesis (John Pieris, 1988:48).

Manfsat Sumber Days Tkan

Titan merupakan salsh satu hasil laut, selamz -
ini merupskan sumber daya protein yang relatif murszh
dan lebih baik untuk kesehatan bida dibanding dengan

daging aztau susu.

Negsra-negara seperti Jevang dan Korea sangat -
maju industri perikensnuya, selsh setu pendorong utama
terciptanya kemsjuan, tersebut adalesh kedua negars
tersebut ssngast konsekwen telzh menetapkan dalam suatu
keputusan politik negaranya yaitu ikan merupakan sum-

ber protein bangsa (John Pieris, 1988:69).

Kebutuhan skzn ikan makin meningkat sejslan de-
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ngan peningkatan penduduk dunia, produksi iksn dunia
makin lama makin meningkat, akan tetapi s edikit lame
ban disebsbkan terkurasnys fissing groun dunis dan mu
lai bverlskunys Zons Ekonomi eksklusif bagi sebagisn-
besar negara psntai dan larangan ussha penangkapsn i-
ksn di ZEE tersebut. Ussha periksnan laut di Indone-
sis paéa unumya lebih terarsh keperinganan pantai &
mencskup sebagian besar dserzh Indonesia bagizn barat
pengelolaanny a lebih banyzk ditangsn nelsysn kecil.
Usaha peningkstan produksi ysng dihubungkan  dengan
kebijakssnaan pemerintsh RI berlangsung sekitar tahun
tujuh~puluhan, dengan mengizinksn pengussha asing me-

nengkap iksan di Indonesia.

Seiring dengan peningkatan produksi psngan di-
ikatksn dengan kebijsksanzan tersebut maka munculsh
pula masalsh baru, yaitu terkurasnys sebagisan besar-
sunber periksnan psntzsi Indonesia dan mekin melemah -

nys posisi nelaysn Indonesis.

Pefikanan Indonegiz selama ini lebih banysk ber
asaldari sumber dari perikanan pantai, oleh karena
itu renéana pengembangan perikaunan Indonesia pada sa-
et ini diberi penekanan pada uszha intensifikssi atau
pengembangan bidang aqua culture dan morin culture,bg

ik didapat maupun didaerzh pantai, dengen melibatkan-
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secara langsung petani nelayan Indonesis. Dengan
diskuinyz ZEE secara internssional tshun 1980 ma-
ka dsersh laut Indonesia seluruhnys dapat dikelo-
1la berjumlsh mendekati 6 juta km2. Sustu luas a-
real yang sangat besar bila dikelola ysng sangat
bijgksana pasti dapat memberi sumbangan bagl pe-
ningkatan kesejshtersan bsngsa Indonesia dalam
rangks mengisi pembangunan Indonesia, untuk itu
pembzngunan seharusnya d iserahkan kepada kemampu~
an bangsa Indonesiz dalam mengelola sumber laut

dalam rsngka pembangunsn di Iﬁdonesia.

E. Tindak Pidana Penapngkspan JTkan di ZEEI

Dalam rangks pembsngunsn perikansn masional
sumber 6aya alam hayati dizona ekonomi eksklusif-
Indoﬁesia‘merupakan potensi ysng memberiksn  ke-
mungkinan sangat besar untuk dapat dimanfastkan -
secara.langsung dan sekaligus berfungsi sebagzl -
pendukung sumber days periksnsn diseluruvh wila=-
ysh perairzn Indonesis, sehingga mengingst arti-
nys ysng sangst penting tersebut, maks pemanfaat-
an sumber alam hayati di Zona Ekonomi Eksilusif-
Indonesia, perlu diatur secars tepat, terarsh dan

bijaksana.
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Salzh satu jenis sumber daya alam yang terdapat
dizona elkonomi eksklusif Indonesia adalsh ikan yang se
suai dengan sifat akamnya, tidak mengenai batas wila-
yah Negara pamun s ejalan dengan praktek-praktek negara
yang telah dikembangkan oleh masyarakat internasional,
yang melandasi UU No. S tahun 1983 tersebut, maks sum-
ber dzys alam hayati yang terdapat di Zoma Ekonomi eks
klusif Indonesia walaupun dalem pengelolaanya masih ha
rus memperhatikan ketentuan hukum nasionsl, misalnyalke
wajiban untuk menetapkan jumlah tangkapan yang diperbo
lehkan, serta kesediaan Indonesia wntuk memberikan ke-
sempatan kepada usaha perikanan asing, untuk ikut ser-
memanfaatkan Bona ekonomi eksklusif Indonesia sepa jag
jumlah tangka?an yang diperbolehican belum sepénuhnya -

dimanfzatkan oleh usaha perikansn Indonesia.

Sumber daya ikan di Zona ekomomi eksklusif Indo
pesia dimsksudkan untuk mengembangian ussha perikanan=-
Indonesia pemerintah mengupay3kan kemudian untuk me-
ningkatkan kemampuan usaha perikanan Indonesia'baik.o-

leh perorangan atau badan kukum Indounesis.

Dglam rangka meningkatkan kemanfaatan sumber da
ya ikan di Zona ekonomi eksklusif Indonesia ornag atau
badsn hukum Indonesia dapat mengadskan kerja sama deng

an orang atau badan hukum asing dalam bentuk uszha pa=-
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tungan atau bentuk ussha kerja sama lainnya menurut

peraturan perundang-und angan yang berlaku.

Orang atau badan hukum aging diberi kesempat-
an melakukan penangkapan ikan dizons ekonomi eksklu -
gig sepanjang orang atau badan hukum Indonesia belum
sepenuhnya memanfaatkan jumlash tangkapan yang diperbo
lehksn berdasarkan peraturan pemerinteh ini. Menteri
pertanian menetgkan jumlah tangkapan yang diperboleh-
xan menurut jenis, kelompok 3 an tempatnya berdassarkan
hasil penelitian, evaluasi atau hssil kegiatan penang

kapan ikan.

Orang 3tau badan hukum yang melaskukan penangka
pan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia haruslah
memperoleh izin dari pemerintsh Indonesia. Pemberian
izin kepada oranga tzu badan nukum asing yang menang
kap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dapat di
perikan s etelah disdakan persetujusn antara pemerin =
tah RI dengsn pemerintah negare asing @sal oramg atau
bad an hukum yang bersangkutan. Dan wajib terlebih da
hulu mengajukan permohonan untuk memperoleh ikan ke-
pada Menteri Pertanian stau Pejabat yang ditunjuk oleh

nyae.

Surat permohonzn 1zin harus dilengkapi sebagai
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berikut s

1. Jumlah kapsgl yang akan digunskan.

2. Nama 3lamat dan kebangsa3sn pemilik kapal.

3+ Nama Kapal.

4., Nama panggilan kspal.

5. Negara regrestrasi, nomor regrestrasi, benddrs
kapal.

6. Panjang kapal.

To Berat kapal.

8+ Berat kotor kapal.

9. Kekuatan mesin kspsl.

10. Nama, alsmat dsn kebangsaan nakhoéa kapal.

11+ Jumlah awak kapal. ’

12, Jenis dan jumlsh 3alat penangkapsun ikan yang akan
dibawa atsu dipergunskan masing-masing kapal.

13.0Daerah penangkapsn ikan yang diiunginkan.

(A. Hamzsh, 1985:311).

Izin penangkspan iksn bagi orang atsu badan hue
kum ssing diberiken dslam bentuk surat izin penagicapan
jkan yang d ikeluarkan oleh Menteri Pertamian atau peja

bat yang ditunjuk olehnys.

Dalam surst izin dicantumksn sebsgzi berikut

1. Nama dan keba zsaan pemilik kapal.
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Nanma kapai.
Nama panggilan kspal.
Negara registrasi, nomor registrasi &an beunders
¥apal.
Panjang kapal.
Berat kotor kspal.
Days muat palksh kapal.
Nama, 3lsmat dan kebangssan nakhoda kapal.
Jumlah awak kapal.
Kekuatasn mesin kapale.
Jenis dsn jumlah alat pensugkapan ikan.
Daersh penangkspan ikan.
Tanda pengensl yang w 3jib dipasang dikapsle.
Tempat melapor.
EKetentuan yang wajib ditaati.
(Ao Hamzzh, 1985:312).

Surat izin berlsku untuk satu $zhun apabila su-

dah habis d an akan melanjutkan penangkapsn ikan dizona

ekonomi Eksklusif Indonesia makg sekursag-kuranguys 30

hari sebelum habis berlakunya wajib mengajukan  igzin

permohonan baru.

Surat izin diberikan atas nama pemohon, harus

selalu 3da diatas kspal dan tidak boleh dipindahtangan
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kane.

Orang atau badsn hukum asing yang mendapatkan
izin penagkapan ikan dizona Ekonomi EBksklusid Indéne
aia dikenakan pungutan perikanan yang besarnya dan -
cara selaksanasnnya ditetapkan oleh Menteri Pert ani-

an dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pungutan terdiri dari

- Pungjgtan pendaftaran, dikenakan pada setiap-
kapale.

- Pungutan perubshan surat izin penangkspan ikan
yang harus dibaysr ketika mengajukan permohon
an.

- Pungutan penangkapsn ikan setiap kapal berika

nan yang dipergunakan.

Disamping itu wajib membayar uang rambu den /

atau jasa pelabuhan menurut peraturan yang berlaku.

Barsng siapa melaskukan penaungkapan ikan di-
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa memiliki su-
rat fizin dikenskan pidana. Sebagajmsna disetutkan -
dalsm Undang Undang No. 5 pasal 5 ayat (1) s bahwa
barsng siapa melakukan ekspllorssi dan ekspléitasi -

sumber days alam atau kegiatan-kegiatan lainnya " ha-
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rus berdasaerkan izin dari pemerintsh Regublik Indone-
gia dan menurut syarat-syarat perizinan atau persetu-

juen Internasional.

Hakim dapat menetapkan perampasan terhadap ha=-
sil kegiatan kapal dan atau alat penangkapan lainnya,
yang digunakan untuk melakukan tindsk pidana Jersebut.

Dan apabila menyebabkan merusak lingkungan hi-
dup atau tercemarnya lingkungan hidup di zona ekonomi
aksklusif Indonesiz diancam dengsn pidsna sesuazi deng
afi peraturan perundang-undangsn yang berlaku dividang

lingkungan hidupe.

Barang sispa merusak 3 tau memushahkan barang-
barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak
pidana Penéngkapan ikan dengan maksud untuk menghinda
ri tindakan penyitasn terhadsp barang-barang tersebut
pada waktu dilakukan pemeriksaan, dipidena dengaan pi-
dana denda setinggi-tingginya kp 75000.000.- (tujuh pu
luh lima juta rupish). (4. Hamzsh,1985:314) .

Untuk pelestarian sumber days 3alam hayati di-
larang melakukan penangkapan ikan d engan menggunaskane
bzhan peledak, rscun, listrik, dan bzhan stau alat-
alat lainnya ysug bverbshays. Maka bsgi sispa yang
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melanggar dipidana dengan denda setinggi-tingginya B
75,000 4000 .~ (tujuh puluh lima juta rupizh), dan izin
penangkapan ikan dicabut. (A. Hamzzh, 1985:314) . (Pa-

gal 20 Persturan Pemerintah No. 15 tshun 1984) .

Sedang bagi kapal periksnan y3ang telsh menda
pat surat izin, lcemudian melakuksan pelanggaran keten
tusn-ketentuan yang tercantum dalam surat izin pe-
nangkapan ikan dikenakan denda setinggi-tingginya Bp
25,800 .000+= (Dua pulubh lima juts rupiah). (A.Hamzsh
198535314)

Jadi ada beberapa hal y3ug termasuk tindak pi
dana penangkapan iken dizonaekonomi Eksklusif Indone

gia, yaitu 3

1. Melakukan penangkapan jken tanpa izin pemerint ah-
Republik Tndokesia, baik dilakuksu oleh warga ne-
gara Indonesia maupun warga negara asing.

o, Sudah mendapat izin, tetapi tidak memenuhi @tau
melanggsr gyarat-syarat perizinaun.

3. Melakukan Penangkapsn ikan dengan alat yang memba
hayakan, atau merusak lingkungan laut.

4. Merusak kapal atau peralatan lain ysng dipakai un
tulkk menangkap ikan untuk menghindarkan diri dari

peragpasane
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Sedang hukumsnnya adalsh sebagai berikut s

- setinggi—tingginya Bp 225.000.000,- (dua rstus -
dus puluh limz juts rupish) disertsi dengan pe-
rampssan terhadap Basil kegiatanm, kapal dan alat
kegistan lainnys bagi yang melskukan penaungkapan
ikan tanps izin.

- Denda setinggi-tinggi Rp 75.000.000. (Tujuh puluh
lima juts rupiash ) bagi yang memutuskan  Dbarang
barsng bukti dengsn maksud menghindari penyita-
an, dan bagi ysng melsakukan penangkapan dengan
bshan yang membzhayskan, seperti bshan peledak,
1istrik dan alat lainnys yang membzhayakan.

- Denda setinggi-tingginys Rp 25.000.000.~ ( dua pu
luh lima juta rupish ) bagi yang telsh mendapat
gurat izin kemudian me lakukan pelanggsran keten-

tuan yang tercantum dalam gyarat perizinan.

P. Tuntutan Bagi Pelaku Tindsk Pidana Penanglkapan Tkan

Republik Indonesia berdasarian hukum inter-
nasional mempunyai hak untuk melaksanakan penegak-
an hukum terhsadap kapal-kapal esing yang melakukan
pelenggaran terhadap ketentusn-ketentuan peratur-

an perundang-undangan Indonedia mengensi Zona Eko-
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nomi Eksklusif.

Dizona ekonomi eksklusif, Republik TIndonesis,
Republik Indonesis mempunyasi hak berdaulat untuk mela
kukan elkshplorask dan eksploitasi sumber days 3lam ha-
yati atsu non hayati dari dasar laut dan tansh diatas

ny e

Maka dslam rangka melaksansksan hak berdaulat -
hak-hak lain, yuridiksi serta kewajiban-kewajiban la-
in, aparstur penegak hukum Republik Indonesia yang

berwenang dapst mengambil tindskan-tindskan penegskan
hukum s esudi dengan Undang-undang No. 8 tshun 1981 ,

Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Sesuai dengan asas teritorial berlakunya hukum
pidana Indonesia yaitu dzlam pasal 2 KUHP bshwat Mur-
an pigana daelam Perundang-undangsn Indonesia, berlaku
bagi tiasp-tiap orang yang melakukan perbustan pidana
didalam wilayah Indonesia". (lMbeljatno,1983:3).

Pasal ini menjelaskan tenteng lussuya kekuassa
an Undang undsng Pidana Republik Indonesis berlaku ke
pada siapa ssja dan dimens saja. Ini merupakan prin-

sip territotial. (R. Soesilo, 1986:29) .

Tiap orang: bersrti siaps saja baik wargs negs
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ra Indonesis sendiri maupun baengss asing, dengan ti-

dak membedakan kelsmin atau sgama, kedudukan atau

pangkst, yang berbuat'peristiwa pidana dalam wilaysh
Indonesia (R. Soesilo, 1986:29).

Terhadap kapal-kapal dan atau orasng-orang yang
diduga melakukan tindak picdauna berdas srkan bukti per
mulsan yang cukup dklaut khususnys bagi kapal ,vdan
atau orsug-orang yaung be rke bengssan asing dspst di
lakukan pemerikssan lanjutan dengsn jelan melskukzn-
penangkspan atas kapal-kapal dan gtau orzng - Orang
tersebut. Terhadap kapal-kapsl dan atau orzng=-oraung
yang berkebangssan Indonesia dapat diperintshkan ke-
gsuatu pelabuhzn atau pengkalan yang ditunjuk oleh pe
nyelidik dilaut wntuk diproses lebih lanjut.

éparatur penegak hukum dibidang penyidiksn di
Zons Bkonomi Eksklusif Indonesia adalsh perwirs ten-
tara Nasional Indouesié Mgkatan Laut yang di tunjuk
oleh Panglima Angkatan bersenjata Republik Indounesis
Penuntut Umum adalah Jakss pada Pengadilan Negeri.

Pengadilan yang berwewenang mengadili peleng-
geran terhadap ketentuan Undang-undang ini sdalah Pe
ngadilan Negeri yaug dserash hukumnya meliputi pelabu

han dimsna dilskukan penshanan terhadsp kapal dan -
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atau orasng-orsng yang diduga melakuksn pelanggaran  di
Zona Ekonomi Eksklusif Inéonesis (A. Hamzéh,1985:294).



